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KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 1996 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a.bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan secara bardaya guna dan berhasil guna
khususnya yang menyangkut bidang perkebunan serta sesuai
dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1994

tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan -

Daerah dipandang perlu membentuk Dinas Perkebunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; '

b.bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan
pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan
Daerah..

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ; ( Lembaran )
2.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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ambahan Lembaran Negara Repubjy

mor 45 Tahun 1992 tentay
pemerintah N‘;e rah dengan Titik Berat pada daEralgl
ublik Indonesia tahun 199)

49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi,
Nomor 4%,

Nomor 3186); !

4 Keputusan Menten Dalati =~ .
Penyelenggaraan organisasi Dinas

S.Kep):ltusl;ig Menteri Dalam Negeri N°m°f,l97 ;{‘“" 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilay ah Iced)

6 XKeputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 7 Tahun .ang

isasi :a Dinas Perkebunan Daerah ;

Pedoman Organisasi dan Tatakerja Din

7.Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah N(?mor
3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah di Bidang Perkebunan
Kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3 )

alam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE

SUKOHARJO TENTANG PEMB RAH TINGKAT 11

DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN ORGANISASI
DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

a.
b.

Daerah adalah Daerah kabupaten Tingkat 11 Sukohatje,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .

Sukoharjo; daergy, Ting,
Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala g, at I1
Sukoharjo; fah
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d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah D
e
Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo; wan Perwakilan Rakyat

Pasal 2
Dengan Peraturan daerah inj dibentuk Dinas Perkebunan .

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang perkebunan.
(2) Dinas Perkebunan Dipimpin oleh secrang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 |

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah
tangga Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah dan atau
Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan.

Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini,

Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : .

a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang dltetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. pembimbingan Teknis di bidang perkebunan;

c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;

d. penyuluhan perkebunan,;
e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
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4 an specifik Daerztlla ::SSZ:: d,heflgan
f. penelitian dala?l1 b;nanagn Kondisi lingk“"gan:(?;iigi anjuran; ,
cepentin o ’
masala‘}}. keptfn lg el rangka penerapan ;
g. pengujian teknolog Perkebunan;

h. pelaksanaan urusan tata usaha Dﬂ'l:SD hor L
i. pengelolaan Unit pelaksana Tekn!

erkebun

Bagian Pertama
Pola dan Sususnan Organisasl

Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal.
Pasal 7- :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengembangan;

d. Seksi produksi;

e. Seksi Penyuluhahn ;

f. Seksi Usaha tani;

g. Seksi Perlindungan Tanaman ;

h. Cabang Dinas;

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional .
(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat

Pengembangan, Seksi Produksi, Seksl; I)Jmhum:an’ Sedangkan Seks;

Perlindungan Tanaman masing-masing terdiri dari Tanj an g Sf

Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua )n S Cmpyt ) eksi
(3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaim up SekSi. Sub

Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang én " 'Makg,, d

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinaespala Yang Byat (3)
(4) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana' . Crady di

Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran p akg ;

merupakan sebagian yang tak terpisahakan. erat‘-lxan l;d Ayat ( l)

a
“tah

g
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Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas. dan funes; . |
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah inj . o 1o oniriniaa
Bagian Ketiga
Sub Bagian tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urﬁsan
perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Paéal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pda pasal 9 Peraturan Daerah ini,

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : |

a. perencanaan program dan laporan serta pembinaan Organisasi dan Tata
laksana; ;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. pengelolaan administrasi keuangan ;

d. pengurusan Surat-menyurat, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Kepegawaian;
¢. Urusan Keuangan ;
d. Urusan umum. _
(2) Urusan-urusan ~ sebagaimana dimaksud ~ayat (1) Pasal
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha .
" Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas m_elakukan pengumpulaz
analisis dan penyajian data statistik, penyapan bahan perumus

ini,
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rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta Pemmbing,,
isasi dan tatalaksana . .

(2) ‘Sf:::: Kepegawaian mempunyuai tugas melakukan penyiapan bahy,
penyusunan rencana kebutuhan d.an pengembangan pegawai, mytyg
pegawai serta tata usaha kepegawaian. L

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menylagkan bflh g
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Ding

Pembukuan, Perhitungan anggaran dan verifikasi serta menguryg
perbendaharaan.

(4) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan el i
daya alam . pelestarian sumber

. Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebyt ada P | ‘

ini, seksi Pengembangan mempunyaij Fungl;i; asal 13 Peraturan daerah

a. identifikasi potensi lahan dalam rangk, |
fikasi, rehabilitasi dan perluasan / perfmajgl?%:lm VerSiﬁkasi, intensi-

b. bimbingan, penyiapan dan Pemantapan [ap, anperkebm]an-

bunan; an un i

c. perencanaan diversifikasi, intensifika; LA an perke-
majaan tanama perkebunan, » T abilitag

» per,h_IaS
an / "
Pasal 15 pere

(1) Seksi Pengembangan terdiri dari -
a . Sub Seksi Peyiapan dan Pemantap,
b. Sub Seksi Diversifikasi ; Pan Lahan;

c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaap.
d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilit’asi
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(2) Sub .Seksi-. S}Ib s.eksi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing
-masing lel_um oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan .

Pasal 16

(1) Sub Seksi Penyia.lpan dan Pemantapan Lahan mempuyai tugas
melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanan%an
pekebunan. ;

(2) Sub Seksi Difersifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman
perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan

. perkebunan. . ' -

(3) Sub Seksi perluasan dan peremajaan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman per-
kebunan. :

(4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksa-
nakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman perkebunan. ‘

- Bagian Kelima
Seksi Produksi
Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 18

Untuk menyerenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah

ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi: -

a. pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman pembi-
naan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk;

b. pembimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman
tahunan:

¢. pembimbingan dan pemantauan kult

sim termasuk tanaman tumpang sari; . |
d. penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggu-

naan alat dan mesin pertanian;

ur teknis budidaya tanaman semu-
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pasal 19

uksi terdiri dari _
: Bahan Tanaman
j Tanaman Tahunas »
c. Sub Seksi tanaman Sem.us.lm,
d. Sub seksi Alat dan Mesi; fimaksud ayat (1) Pasal inj
(2) Sub * seksi-sub seksi - sebegaimana la yang berada di bawah
masing-masing dipimpin oleh seorang KCI?‘;) ary e
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seks! ’

Pasal 20

(1) seksi Prod

(1) Sub seksi Bahan tanaman mempunyai fugas melaksanakdi;nn bl:;ggfarf

pengadaan benih/ bahan tanaman, pengawasan mutu > %57
' benih/ bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih.

(2)Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi pengolahan
dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka
meningkatkan produksi tanaman tahunan.

(3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksankan bim-
bingan teknis budidaya, penggunaaan sarana produksi, pengolahan dan
pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka menin
katkan produksi tanaman semusim. g

(4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanak
prototipe, alat dan mesin yang direkomendasikan me]ay
dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikag;
di bidang peralatan mesin dan sarana pengolahan,

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan
Pasal 21

an penyebaran
ukan Percobaan
Serta blmbingan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebags;
Perkebunan di bidang penyuluhan. 8lan 4, :
8as Dinasg

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pagy) 2]
ini, Seksi penyuluhan mempunyai fungsi: p'?r‘“lu-an d
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elaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan
serta rekayasa sosial ekonomi.
perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan tenaga penyuluh ;
| pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
perencanaan, pengadaan, pengolahan dan pembimbingan pendaya-
gunaan sarana penyuluhan ; 475
perencanaan, pengadaan, pengolahan dan pembimbingan pengem-
bangan meteri penyuluhan .
Pasal 23

a. p

o o

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari:
a. Sub seksi Tata Penyuluhan;
b.sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin
oleh seorang Kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 24

(1) sub Seksi tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode
dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial
ekonomi,pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta suverfisi
pelaksanaan penyuluhan.

(2) Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas
menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh,
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan,
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan
pelay::man teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam

pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan
k“"ﬂfs'km'sus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta
penyimpanan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani
Pasal 25
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mpunyal
ksi Usahd ani rne'
?’Zr ebunan di bidang usaha fani
Pasal 26

an tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan daeﬁh

i Sl . ,
ini, seksi Usaha Tm,u m,empllﬂ:)’:;:;nésan, pemanféatar.l sumber daya &
b pembinaan kelembagaal dan agrobisnis;

i komoditi potensial ;
‘1 olah dan penyampaian  infy,

masi data / harga pasar.
Pasal 27

(1) seksi Usaha Tani terdiri dari:

a. Sub Seksi Sumber Daya;

b. Sub Seksi Perijinan;

c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;

d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran .
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala :

dan bertanggunga jawab kepada Kepala S'elZi Usgl;a:% a]:ner b

Pasal 28

(1) Sub Seksi sumber Daya mem i
punyai tugas m c T
dan pengawasan pemanfaatan sumber ﬁaya e:lksan?.L@ SR
o ;nz;)hs:e dampak lingkungan. yang dikaitkan dengan
ub Seksi Perijinan mempunyai -
e yal tugas melak
bimb ves San 1
k::[:lmltnuinm dan pengawasan perijinan di bidang Zkrkan pembinaan.
Bring l(s;?“:rau.wan.perundang'-undangan yang beﬂaﬁu cbunan sesuai
bimbi cksi Bimbingan Usaha mempunyai tu .
o ingan di tfndang kelembagaan dan agrobj B Melaksanak
ormasi manajemen usaha perkebunan s, serta Penyeh -
: : . e
088 s o e e
hasil, pengum ull)aenngad‘z.nasan pars . peterapn teknE?s < laksanal
o » PE p . penyampaian informas;j o‘ ! pen a
ormasi pemasaran hasil perkebunan dan [ biay, _SClahan
perkebunan. Standaﬁsasi mpmdukSi
u ?
N hai]
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Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanamap

f indungan Tanaman mempunyai tuga
si perlin : 1 Wgas melaksan :
,i,egas Dinas perkebunan dalam bidang perlindungan tanamanm::l?:ag;a“

Pasal 30

yntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasa] 29 p
ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

a. pembimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran. dan
penyimpanan bahan perlindungan tanaman :

b. pengamatan, peramalan, pengendalian dan erad
c. pengujian pestisi.da dan residu pestisida yang terkandung dalam tana-
man, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

(1) seksi perlindungan Tanaman terdiri dari:
a.Sub Seksi sarana Perlindungan Tanaman;
b.Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tana-
man; - . '
c.sub Seksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
d.Sub Seksi Konservasi Tanah dan air;
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 32

(1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Mempunyai tugas melak-
sanakan pembinaan dan bimbingan bahan dan peralatan perlindungan
tanaman.

(2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu
Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan

€raturan Daerah

iksasi organisme
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engamatan dan peramalar. organisme penggang
. : gu

.ebunan. |
g ndaliaan Organisme Pengganggu Tanaman e,
binaan, pengawasan, pengen dali;:

< Penget
(3) Sub Sekst canakan pem
nyai melaksan perkebuhan.

organismc'Pcﬂ‘, dan air memf)unyai.mg.as membua
(4)Su: S;l;sll ;(e(t):ll;jUk | dan memberikan blm‘tzlmgan Peﬂin}
pedom an air,
dungan tanaman yang :
Bagian Kesembilan.
* Cabang Dinas

operasiona !
dikaitkan dengan pelestarian tanah

Pasal 33

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang tetapkan oleh Mentey

Dalam Negeri.
Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal34

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagaimans
unsur pelaksana Teknis operasional Dinas . |
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seo -
: . rang Kepala
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din:f o

Pasal 35

U.nit Pelaksana Teknis Dinas. dibentuk Berdy
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsiong)

Sarkan  kriteria  yang

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunysg;
kegiatan teknis perkebunan dibidang keahlia;}; z::] . 8as Me] '
(2) .Kc.:lompok Jabatan Fungsional segaimana dimakasmg‘.masmgaksanakan
ini, dipimpin oleh seorang tenaga ﬁmgsionalsu: Pada aya; (1
' ) Pasal

kel '
elompok yang berada dibawah dan bertanggung jaw;grk Selak,, ketia
®Dady po
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pinas dan atau Kapala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ber -
sangkutan.

Pasal 37

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
peraturan daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub.-
dengan kebutuhan dan masing
fungsional senior.

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Pera-
turan perundang-undangan yang berlaku. '

ayat (1) Pasal 36
: m sub kelompok sesuai
“masing dipimpin oleh seorang tenaga

BABYV
TATAKERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan Unit pelaksana
teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional dan Cabang Dinas Wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 39
(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Kepal Daerah. . . ‘
(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membim-

bing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana,
yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

jang j rta susunan kepegawaian diatur
Jenjang jabatan dan kepangkatan se
kemudian sesuai dengan Kketentuan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

9§ CamScanner



53

Pasal 41

atur dalam Peraturan Daerah ini akan digq,, "
la Daerah sepanjang mengenai pelaksan.-ﬂarlnya u

BAB VII |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memermtahkan Pengyy,
dangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembara;
daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. |

Hal-hal yang belum di
lanjut oleh Bupati Kepa

Ditetapkan di Sukoharg
pada tanggal 5 Juni ]99;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH g
KABUPATEN DAERAH TINGKAT [y VPATIKEPALA DAER AR TINGKATQI
SUKOHARJO - SUKOHARJO .
KETUA .

td

SOEBEN]
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DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubemur Kepala Dacraly Tingkat [
' Jawa Tengah
Tangggal : 3 Nopember 1995 No : 188.3/334/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT 1
| JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJIL ASTOTO, SH
Penata tingkat [
NIP 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 3 Tahun 1996 Seri D No. 3

Pada tanggal : 3 Januari 1996
Sekretaris Wilayah /Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tingkat I
NIP 010 071 319
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